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KATA PENGANTAR 
 
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat dan 
rahmat_Nya lah kita masih bisa menghirup udara di atas pijakan bumi dan di 
bawah kolom langit yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt, 
menciptakan alam dan segala isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga 
kita selalu menjadi hamba-hamba yang patut kepada-Nya dan senantiasa 
mensyukuri nikmat yang telah diberikan sehingga kita tergolong hamba-hamba 
yang bersyukur dan termasuk hamba yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. 
Tak lupa pula kita kirimkan salam dan Taslim kepada junjungan kita Nabi Allah 
Nabi Muhammad saw yang telah membawah kita dari alam kegelapan ke alam 
yang terang benderang seperti saat ini. 
Alhamdulilah dengan limpahan berkah yang diberikan oleh Allah.swt 
sehinnga skrispi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi 
Bantuan Sosial Kedelai Tahu Anggaran 2015 di Kabupaten Gowa Presfektif 
Hukum Islam (studi kasus 101/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn-Mks)” ini dapat 
diselesaikan. 
Penulis sepenuhnya bahwa penulis suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal 
yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan 
skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis dapat mengharapkan masukan, 
saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bebagai rintangan, mulai dari 
pengumpulan data sampai pada pengumpulan data maupun dalam tahap 
penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa 
tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik 
materil maupun moril. 
 
 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 
terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
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sujudnya serta pengorbanan yang tiada batas sampai kapan yang tidak dapat 
saya balas. Maafkan jika ananda selama ini merepotkan dan menyusahkan 
serta melukai hati dan perasaan ibunda dan ayahanda. Doa ku selalu 
menyertai kalian dimana pun berada semoga Allah swt. selalu mencurahkan 
kesahatan serta berkah_Nya. 
2. Bapak Prof. Drs Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan penulis 
untuk menyelesaikan studi strara satu (S1) disalah satu kampus terbesar di 
Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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bidang kemahasiswaan dan segenap staf pegawai Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Teruntuk Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.H.I selaku ketua Jurusan Hukum 
Pidana dan Ketatanegaraan, Ibu Dr. Hj. Rahmiati, S. Pd, M. Pd selaku 
sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta stafnya Pak Basir 
atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
5. Teruntuk Bapak  Dr. Hamzah hasan M.H.I selaku pembimbing I yang ikut 
andil dalam penyelesaian skripsi dan Bapak Dr. Alimuddin M.Ag. selaku 
pembimbing II dalam penulisan. Terimah kasih kepada bapak dan ibu yang 
telah memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi dalam 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
6. Teruntuk Penasehat Akademik Dr. Hj. Halimah Basry M. Ag sekaligus 
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memberikan pengetahuan dan bimbingan demi kelancaran pnulisan 
skiripsinya. 
7. Dan terimah kasih kak canci yang tidak pernah bosan melayani persuratan di 
jurusan dan memberikan motivasi untuk cepat menyelesakan reguler dan 
skripsi dengan cepat. 
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas 
Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan demi 
kelancaran penyususnan skripsi ini. 
9. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
angkatan 2014, terkhusus Kelas HPK C 2014 terimah kasih telah 
memberikan warna dalam perjalanan di kampus tercinta ini. 
10. Seluruh keluarga, rekan PPL Polres Gowa dan Rekan KKN Anggakatan 
61 Kecamatan Polongbangkeng Selatan terkhusus Posko 8 Kelurahan 
Bontokadatto serta pihak-pihak yang ikut andil yang penulis tidak bisa 
sebutkan satu persatu yang selama perjalan studi penulis banyak membantu 
penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi 
kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terimah kasih 
yang sebesar besarnya. 
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-
dalamnya jika penulis pernah menyinggung atau melakukan kesalahan baik 
disengaja maupun tidak disengaja baik dalam bentuk ucapan atau tingkah laku, 
semenjak penulis menginjakan kaki masuk di Universitas ini hingga selesainya 
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Akhir kata, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini 
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Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Samata-Gowa,  18  Agustus  2020 
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ABSTRAK 
NAMA : MUH. YAHYA 
NIM  : 10200114126 
JUDUL : TINJAUN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI 
BANTUAN    SOSIAL KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2015 
DIKABUPATEN GOWA PRESFEKTIF HUKUM ISLAM 
(studi kasus 101/Pid.Sus-TPK/2017/Pn-Mks) 
 
Dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok masalah penelitian ialah 
bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi 
penyalagunaan bantuan sosial tahun 2015 di Kab gowa studi kasus 101/Pid-sus-
Tpk/2017/Pn-Mks? Dan bagaimanai dasar pertimbangan dalam memberikan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan bagaimana pula 
pandangan hukum islam terhadap tidak pidana korupsi. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan syar‟i di 
dukung dengan sumber data primer yang berupa hasil interview dan sumber data 
sekunder berupa Undang-Undang, Jurnal, dan Buku-Buku Hukum. Adapun teknik 
pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
pustaka.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)penerapan pidana materil 
sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di dalam 
pasal 143 membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani 
beserta nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama,  pekerjaan dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang dilakukan. (2)pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 
hukuman penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dengan denda Rp. 
50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dan Pidana Tambahan sebagai uang 
pengganti atas kerugian negara Rp. 789.000.000-, (tujuh ratus delapan puluh 
sembilang juta rupiah). Sudah tepat dengan pasal yang didakwakan oleh yakni 
pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah di ubah dan di tambahkan 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah 
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.(3) dalam hukum 
Islam perbuatan korupsi dilarang sesuai dengan QS. An Nisa/4: ayat 29, An- Nisa 
ayat 58 dan HR. Abu Dawud: 38.  dan ancaman hukumnya pun sudah ditetapkan 
mulai hukum ta‟zir (hukuman yang jatuhkan oleh kebijaksanaan hakim karena 
tidak terdapat di Al-quran dan Hadis dari hukuman perigatan/teguran, penjara, 
penyitaan harta, denda dan hinggah hukuman mati. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) penegakan hukum di indonesia 
terutama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harus dilakukan seacara 
maksimal dan tidak pandang bulu, tidak melihat dari latar belakang maupun 
jabatan  pelaku(2) bagi kalangan pejabat negara yang harus menjunjun yang 
namanya kejujuran dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan pemerintah 
dan juga harus memperkut iman kepada Allah Swt. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indosesia merupakan negara yang berdasrkan atas hukum. 
Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan 
keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran Hukum sangatlah mustahil 
dapat ditegakkannya hukum dan kedilan. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan 
guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tentang tertuan 
dalam pembukaan Udang-Undang dasar 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk 
suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia 
dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadialan sosial
1
 
Dalam pengertian yang sederhana, hukum adalah sekumpulan peraturan-
peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam 
satu masyarakat, yang dibuat dan ditegahkan oleh penguasa atau manusia itu 
sendiri seperti hukum adat,  hukum pidana dan sebagainya. Dimana pun berada, 
tentunya harus ada sebuah aturan atau hukum yang membatasi tingkah lakunya. 
Untuk itu hukum sebagai sistem yang dibuat oleh manusia sendiri berguna dalam 
membatasi tingkah laku manusia, sehinggah tingkah laku mereka dapat lebih 
terkontrol. Hukum adalah komponen yang sangat erat hubungannya dengan 
masyarakat. Setiap tingkah laku masyarakat selalu di monitor oleh hukum, baik 
hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum hadir untuk menjamin hak-hak 
manusia sehinggah tercipta keadilan. Kejahatan yang merupakan masalah sosial 
yang dapat dicegah dan diatasi dengan konsekuensi akan mendapat sanksi bagi 
para pelanggar hukum. 
Salah satu kajian hukum yang paling penting adalah kajian hukum pidana. 
Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang 
mengandung larangan atau perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya 
                                                             
1
 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkama Konsitusi RI, Undang-Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah 
konstitusi (Jakarta; Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016) h. 3 
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diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi yang mewujudkannya. Hukum 
pidana terbagi atas 2 (dua) yaitu: Hukum pidana materil, yaitu mengenai petunjuk 
dan uraian tentang tindak pidana, Hukum pidana formil, yaitu cara negara dengan 
perantara para pejabatnya dalam menegahkan hukum materil. Perbuatan yang 
melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana. 
Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal dan akrab bagi masyarakat 
Indonesia ialah tindak pidana korupsi. Dalam pengertiannya yang sederhana, 
korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan 
sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
2
 
Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) apabila dirinci, maka yang dinamakan 
tindak pidana korupsi adalah perbuatannya, memperkaya diri sendiri, 
Memperkaya orang lain, memperkaya suatu korporasi, dengan cara melawan 
hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3
 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan 
non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, di Indonesia sendiri korupsi telah 
lama tumbuh dan mengakar dalam kultur masyarakat indonesia. Pemerintah masa 
orde baru yang bertahan samapai lebih tiga puluh tahun merupakan masa tumbuh 
suburnya korupsi. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau 
lembaga negara berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Di 
Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
Masalah korupsi di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap 
hari di media Indonesia. Bagaimana tidak, korupsi telah menjelma menjadi wabah 
penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah 
hinggah tingkat yang paling tinggi, tindak pidana korupsi dapat merugikan negara 
keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan suatu negara. 
                                                             
2
 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta; PT Rineka Cipta 2007, h. 231. 
3
 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia (malang; 
Bayumedia publishing, 2005) h. 34-35. 
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Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia menjelma menjadi 
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan menjadi salah satu penyebab 
munculnya berbagai penyimpangan sosial. Tidak saja karena modus nan tehnik 
yang sistematis, tetapi juga akibat yang di timbulkan kejahatan korupsi bersifat 
paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, dan 
sosial budaya dan bahkan sampai dengan pada keruskan moral serta mental 
masyarakat.
4
 Korupsi dalam berbagai modusnya benar-benar menjadi penyakit 
yang menggogoti daya tahan bangsa ini. Hampir semua lini kehidupan masyarakat 
tidak bisa sepenunya di lepaskan dari pelaku korupsi. 
Banyaknya sekali kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini. Namun 
pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak 
pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. 
Hukum seakan lemah dalam menangani kasus ini, padahal kita mengetahui bahwa 
korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Korupsi dapat menghambat 
kemajuan bangsa indonesia. Dampak paling besar dari korupsi adalah 
terhambatnya pembangunan secara umum, sektor-sektor pelayanan umum yang 
seharusnya di bangun untuk pelayanan terhadap masyarakat luas akan merasakan 
dampaknya secara ekonomis, mungkin hal ini terkadan tidak kita sadari karena 
dampaknya tidak terjadi seketika. Banyak prasrana umum yang seharusnya dapat 
dinikmati masyarakat menjadi terbenkalai karena dana yang ada dari pemerintah 
di ambil oleh pelaku korupsi
5
 
Meningkatnya kasus korupsi di Indoensia membuat upaya penanganan 
kasus korupsi di Indonesia terkesan lambat dan belum mampu membuat jera para 
koruptor Indonesia. Dalam upaya pembrantasannya dan penanganan tindak pidana 
korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus 
sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa. Oleh karena itu harus tumbuh 
sikap keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan lompatan-lompatan 
yuridis dan di imbangi dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima 
putusan-putusan yang di luar kebiasaan. Korupsi yang sudah sangat meluas dalam 
                                                             
4
 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Alumni 2009), h. 111 
5
 Evi Hartanti ,Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, ( Semarang: Sinar Grafika, 2005), h. 
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masyarakat dan perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik 
dari jumlah kasus yang terjadi, dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan 
tentu saja tidak lepas dari penangan dan penegakan hukumnya yang masih jauh 
dari harapan. 
Pada dasarnya penegakan hukum harus melibatkan seluruh warga negara 
Indonesia, di mana dalam pelaksanaanya dilakukan oleh penegak hukum. 
Penegakan hukum di lakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang 
berwenang  dalam memeriksa perkara pidana adalah aparat Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan hakim merupakan tiga unsur 
penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan 
kewajiban yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Dalam menjalankan tugasnya  unsur aparat penegak hukum mempunyai peranan 
yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan Perundang-
Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan 
dan tujuan pokoknya yaitu memasyarakatkan kembali para narapidana. 
Di indonesia kejahatan korupsi sangat susah untuk diberantas, kejahatan 
paling banyak dilakukan oleh kalangan pejabat negara (PNS) pegawai negeri sipil 
terkuhsus di kabupaten gowa tindak pidana korupsi sangant memprihatikan 
karena beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kasus yang terjadi, mengapa 
semua ini bisa terjadi apakah hukuman yang diberikan oleh penegak hukum tidak 
memberikan efek jerah kepada pelaku tindak korupsi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti kasus 
tindak piadana korupsi yang tuangkan dalam judul “ Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Korupsi Kedelai Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Gowa presfekti 
Hukum Islam”. (Studi kasus No.101/pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks di Pengadilan 
Negeri Makassar) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 
1. Fokus penelitianya ini adalah 
2. Deskripsi fokus 
a. Tindak Pidana 
b. Tundak Pidana Korupsi 
c. Penyalahgunaan bantuan sosial 
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d. Hukum Islam 
















Sebagai suatu penderitaan yang sengaja di 
jatuhkan/diberikan oleh negara kepada 
seorang atau beberapa orang sebagai akibat 
hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya 
yang melanggar larangan hukum pidana. 
 
Penyelewengan atau penggelapan (uang 
negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk 
kepentingan pribadi atau orang atau suatu 
korporasi 
3.  Penyalahgunaan  
Bantuan sosial 
Merupakan pengeluaran berupa transfer, uang, 
barang, atau jasa yang diberikan oleh 
pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat 
guna melindungi masyarakat dari 
kemungkinan terjadinya resiko 
sosial,meningkatkan kemampuan ekonomi, 
dan kesejahteraan masyarakat. 
4. Hukum Islam Peraturan yang mengatur seluruh sendi 






C. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
korupsi penyalgunaan bantuan sosial TA 2015 di Kab. Gowa (studi kasus 
101/Pid-Sus-TPK/2017/Pn-Mks). 
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2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana korupsi tersebut?, (studi kasus No.101/Pid-Sus-
TPK/2017/PN Mks.) 
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana korupsi? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang di jadikan acuan 
dasar, antara   lain: 
1. Adami Chazawi, dalam bukunya “pembelajaran Hukum Pidana Bagian 
1” Tahun 2002 membahas menegnai pengantar umum hukum pidana, 
stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan ruang 
lingkup berlakunya hukum pidana. 
2. Andi Hamzah, dalam bukunya “Korupsi di Indonesia Masalah dan 
Permasalahannya” tahun 1991 Ia memandang korupsi sebagai 
ancaman destruptif terhadap eksistensi negara dan perkembangan 
masyarakat. Situasi tersebut dapat dibatasi bila Undang-Undang 
tentang tindak pidana korupsi di tegahkan dahulu oleh para aparat 
penegak hukum tanpa pandang bulu. 
3. Andi Hamzah, dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui 
Hukum Nasional dan Internasional” tahun 2006 menbahas mengenai 
pengertian korupsi, sebab akibat korupsi, sejarah perundang-undangan 
di Indonesia. 
4. Edy Suandi hamid dan Muhammad suyuti, dalam bukunya “Menyikap 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia”  tahun 2007 berisi 
pendapat peneliti dan pengamat hukum mengenai defenisi korupsi dan 
seluk beluknya. Akan tetapi dalam buku ini tidak ada penjelasan detail 
mengenai pencegahan dan sanksi hukum pelaku tindak pidana korupsi. 
Secara garis besar semua sependapat bahwa tindakan korupsi 
merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Buku ini 
meliputi kajian sosio kultur perilaku birikrasi, norma hukum dan 
agama serta peran negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. 
5. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya “ Memahami Untuk 
Membasmi” tahun 2006 berisi mengenai bentuk/jenis perbuatan yang 
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bisa di kategorikan sebagai korupsi. Dalam buku ini juga berisi tentang 
contoh meanganalisis suatu kejadian berdasrkan unsur-unsur tindak 
pidana korupsi. 
6. R Wiyono, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tahun 2006 yang berisi 
penafsiran pasal demi pasal Undang-Undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi dengan mengaikatkan dengan peraturan perundang 
undangan yang relevan, teori-teori pakar hukum, putusan-putasan  MA 
terhadap kasus-kasus korupsi terdahulu. 
7. Nur Irfan, dalam bukunya” Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam” 
tahun 2016 membahas perihal korupsi pada umumnya. Selain itu 
beliau juga mengkaji dan mencermati tindak pidana korupsi di 
indonesia dengan menggunakan fiqih jinayah atau hukum pidana islam 
sebagai pisau analisisnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
A. Tujuan  Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah unsur –unsur materil dan formil sudah terpeuhi 
2. Untuk mengetahui dasar putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi 
putusan No.101/Pid-Sus-TPK/2017/PN Makassar. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak 
pidana korupsi. 
B. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini di harapkan dapat menambah referensi 
bagi pihak yang ini mengetahui atau mempelajari  lebih lanjut tentang tindak 
pidana korupsi dan penanganan kasusnya hingga putusan pengadilan. 
b. Secara praktis 
1. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang di teliti. 
2. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan, dalam karya ilmiah, 
dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan 
memantapkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan. 
3. Untuk menanbah pengetahuan mahasiswa dalam dunia kehakiman. 
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 BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, menpelajari, dan sebagainya).
6
 Menurut kamus hukum, kata 
yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi 
hukum
7
. Dapat di simpulkan bahwah tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan 
cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan ataupun pendapat dari 
segi hukum. Tinjauan yuridis disini berarti hukum pidana materil. 
Hukum pidana materil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang 
syarat-syarat strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) perarturan 
tentang syarat-syarat strafbaar heid (hal dapat dipidananya seseorang), 
penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, hukum 
pidana materil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. 
Menurut Van Hattum (Lamitang, 1997:10), hukum pidana materil yaitu 
semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan 
yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah 
orangnya yang dapat diprtanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut 
dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, 
disebut juga dengan hukum pidana yang absrak. 
Dengan kata lain, hukum pidana materil (hukum pidana substantif) adalah 
seluruh peraturan yang memuat rumusan: 
1. Perbuiatan-perbuatan apakah yang dapat diamcam pidana;8 
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
                                                             
6
 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa edisi 
keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470 
7
 M. Marwan dan Jimny P, Kamus Hukum, (Surabaya: Realiti Pubhlisher, 2009), h. 651 
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3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan 




B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Penegertian Tindak Pidana Dalam Hukum Nasional 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu “strafbaar feit”.
10
 Tim penerjemaah Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dari bahasa belanda ke Indonesia juga menerjemahkan istilah starfbaar feit 
sebagai tindak pidana
11
. Namun demikian belum ada konsep yang secara utuh 
menjelaskan definisi starfbaar feit tersebut. Strafbaar feit terdiri dari 3 kata yakni 
straf, baar, dan feit. Secara literlijk kata “starf” artinya pidana, “baar” artinya 
dapat atau boleh, dan “feit” adalah perbuatan.
12
 
Tindak pidana sendiri merupakan  suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam 
hukum pidana, istilah “tindak pidana” timbul dari pihak kementerian kehakiman 
yang sering dipakai dalam perundang- undangan. Kata “Tindak” tidak menujukan 
pada suatu abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit.
13
 
Beberpa pendapat ahlih mengenai pengertian tindak pidana antara lain: 
                                                             
9
 Muhammad Akbar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat 
kelalaian Hilangnya Nyawa orang lain, ( Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
2016), h. 6  
10
 Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana bagian 1, edisi pertama (jakarta; PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 67 
11
 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, edisi pertama (Jakarta; 
Rajawali Pres, 2013) h, 55 
12





  Moeljanto, Asas-Asas Hukum  pidana (Jakarta; Rieneka Cipta, 2008), h. 55 
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a. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana ialah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
14
 
b. Menurut P.A.F Lamitang tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap 




Dari uraian mengenai pengertian tindak pidana tersebut, maka dapat 
ditarik kesimpulan sederhana mengenai pengertian tindak pidana, yakni perbuatan 
melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu 
perbuatan yang telah dilakukan pelakunya dimana perbuatannya tersebut 
melanggar atau melawan hukum ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya. 
Selain istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang 
digunakan,yaitu; 
a. Perbuatan pidana, di muat dalam pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang 
Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk 
menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara peradilan-
Peradilan sipil, antara lain dapat dibaca kalimat, “perbuatan yang menurut 
hukum yang hidup harus dianggap pidana,..” Istilah perbuatan pidana ini juga 
di gunakan oleh Moeljatno.
16
 
b. Delik, yang berasal dari bahasa latin “Delictum”17 
                                                             
14
 Wijono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta; Eresco, 1981), 
h. 55 
15
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung; PT. Citra Aditya 






 Frans Maramis, hukum pidana Umum dan Tertulis di Indonesia edisi pertama,( Jakarta: 
Rajawali pers, 2012), h.55 
17
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta;Rineka Cipta, 2008), h. 86 
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c. Peristiwa pidana, di gunakan oleh Mr. R. Tresna dalam bukunya “Asas-
Asas Hukum pidana” istilah ini juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar 
Sementara pasal 14 ayat 1. 
d. Pelanggaran pidana yang ditulis dalam buku “Pokok-Pokok Hukum 
Pidana” karya Mr. M. H Tirtaamindjaja. 
e. Perbuatan yang boleh di hukum, istialah ini di gunakan Mr. Karni dalam 
buku beliau “Ringkasang Tentang Hukum Pidana” 
f. Perbuatan yang boleh di hukum, digunakan oleh pembentuk Undang-
Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 pasal 3 tentang senjata 
api dan bahan peledak.
18
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Nasional 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbutan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.
19
 sebuah perbuatan tidak begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh 
karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbutan pidana itu sendiri. 
Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 
(dua) sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang 
Undang-Undang. 
Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandan teoritis yaitu berdasarkan  
pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, diantaranya 
ialah: 
a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah; 
1. Perbutan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbutan manusia boleh saja dilarang, yang melarang adalah aturan 
hukum. Berdasrkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok ada pada 
perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) pidana 
menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-
                                                             
18
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Edisi pertama, h. 68 
19
 Moeljatno, Asas-Asas hukum pidana, h.64 
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benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang pada 
umumnya dijatuhi pidana. 
b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu; 
1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan; 
3. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur ketiga, kaimat diadakan penghukuman, terdapat pengertian 
seolah-olah setiap perbuatan yang dilanggar itu selaluh dikuti dengan 
penhukuman (pemidanaan). Walaupun mempunyai kesan bahwah setiap 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, 
namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesang perihal syarat-syarat 
(subjektif) yang melekat pada orangnya untuk di jatuhkan pidana. 
c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah; 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan. 
d. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah; 
1. Perbuatan (yang); 
2. Melawan hukum,(yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan,(yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4. Dipertanggungjawabkan. 
e. Menurut Scbravendvendijk, unsur-unsur tindak pidana dapat dirincikan yaitu; 
1. Kelakuan, (orang yang); 
2. Bertentangan dengan kensyafan hukum; 
3. Diancam dengan hukuman; 
4. Dilakukan oleh orang,( yang dapat) 
5. Dipersalahkan/kesalahan.20 
Walaupun rincihan dari 5 pendapat ahli diatas tampak berbedah-bedah, 
namun pada hakekatnya ada persamaan, ialah tidak memisahkan unsur-unsur 
mengenai perbuatanya dengan unsur-unsur mengenai  diri orangnya. 
                                                             
20
 Adami Chaziwi, pelajaran Hukum Pidana bagian I, Edisi pertama, h. 79-81 
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Unsur-unsur tindak pidana dalam sudut pandang undang-undang yaitu 
berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam 
buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah 
pelanggaran. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam kitab Undang-
Undang hukum pidana itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana 
yaitu; 
a. Unsur tingkah laku 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu 
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku 
adalah unsur mutlak  tindak pidana, tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari 
tingkah laku yang untuk mewujudkan atau melakukannya, diperlakukan wujud 
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh. Sebagian besar 
(hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan 
perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. Tingkah laku pasif 
adalah berupah tingkah laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku 
yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya 
seseorang itu dalam kedaan-keadan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan 
dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan 
kewajiban hukumnya. 
Dilihat dari syarat penyelesainnya tindak pidananya, maka tingkah laku 
dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut; 
1. Tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Syarat selesainya 
tindak pidana bergantung sepenuhnya pada penyelesaian tingkah laku. 
Contohnya untuk selesainya pencurian (pasal 362) tergantung pada selesai 
mewujudkan perbuatan mengambil, dan jika belum maka yang timbul adalah 
percobaan pada pencurian. 
2.  Tigkah laku yang( harus) mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian-
penyelesain tindak pidana. Syarat untuk selesainya tindak pidana itu tidak 
bergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi bergantung pada 
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timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata tadi. Contohnya untuk 
menyelesaikan kejahatan penrusakan benda (pasal 406) tidaklah cukup dari 
selesainya wujud memukul (terhadap objek), akan tetapi akibat dari memukul 
itu yakni rusaknya sebuah benda. Jika perbuatan memukul telah selesai, akan 
tetapi benda itu tidak menjadi rusak, maka yang timbul adalah percobaan 
penrusakan. 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan sifat tercelahnya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan, yang bersumber dari Undang-Undang dan Masyarakat. 
Dari sudut Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat 
melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) 
dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, 
artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam 
peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai yang 
dilarang dengan mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan (menjadi 
tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawang hukum itu dicantumkan 
atau tidak dalam rumusan maka dengan demikian tindak pidana itu sudah 
mempunyai sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. 
c. Unsur Kesalahan 
Keslahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin 
orang-orang   sebelum atau pada saat memulai perbuatan karena unsur ini selalu 
melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. 
Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak sama 
dengan pengertian harfiah: fout. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan 
dengan pertanggungan jawab, atau mengandung beban pertanggung jawaban 
pidana terdiri dari yang terdiri dari kesengajaan (do lus atau opzet dan kelalaian 
(culpa). 
Kesengajaan dan kelalaian adalah merupakan unsur batin (subjektif), yaitu 
suatu mengenai alam batin, berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran dan 
lainya yang dapat mengambarkan perihal keadaan batin manusia. 
d. Unsur Akibat Konstitutif 
Unsur konstitutif ini terdapat pada; 
                 
    14 
                                               
1. Tindak pidana materil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat 
menjadi syarat selesainya tindak pidana. 
2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. 
3. Tindak diamana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 
Dalam tindak pidana materil timbulnya akibat itu bukan untuk 
memberatkan pertanggung jawaban pidana tetapi menjadi syarat selesainya tindak 
pidana. Unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materil adalah berupa unsur 
pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya 
tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Tindak pidana materil dimana 
unsur akibat menjadi syarat  selesainya tindak pidana, berbeda dengan tindak 
pidana yang mengandung unsur  akibat sebagai pemberat pidana. Perbedaan itu 
adalah dalam tindak pidana materil, jika akibat itu tidak timbul maka tindak 
pidana itu tidak terjadi, yang terjadi adalah percobaannya, akan tetapi jika akibat 
tidak timbul pada tindak pidana dimana akibat sebagai syarat pemeberat pidana, 
maka tidak terjadi percobaan tindak pidana tersebut, tetapi yang terjadi adalah 
tindak pidana selesai yang lain.
21
 
e. Unsur Keadaan Yang Menyertai 
Unsur keadaan  yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur 
keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana sebagai 
berikut; 
1. Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan 
yang menjadi unsur tindak pidana, disamping penyebutan unsur tingkah laku 
dalam rumusan tindak pidana juga menyebutkan cara melakukan tingkah laku 
tersebut. Dengan mencamtumkan  unsur cara melakukan perbuatan maka 
wujud tingkah laku mejadi terbatas. 
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, artinya untuk dapat 
melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana,terlebih 
dahulu harus dipenuhi cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan 
                                                             
21
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, edisi pertama, h 89 
                 
    15 
                                               
itu dapat terwujudkan, berupa syarat untuk dapat dilakukannya perbuatan yang 
menjadi larangan. 
3. Mengenai objek tindak pidana, artinya semua keadaan yang melekat pada atau 
mengenai objek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat 
pada benda menjadi objek pencurian (pasal 362), penggelapan (pasal 372), dan 
penrusakan (pasal 406). 
4. Mengenai subjek tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan yang 
mengenai diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun 
subjektif. 
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan 
menenai tempat dilakukannya tindak pidana, seperti kediaman atau pekarangan 
yang tertutup, di jalan umum atau di tempat lalu lintas umum. 
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur yang mengenai waktu 
dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat memperberat pidana 
maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
f. Unsur Syarat Tambahan Untuk dapatnya Dituntut pidana 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, tindak pidana aduan 
adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari 
yang berhak mengadu. Pengaduan subtansinya adalah sama dengan laporan, yang 
berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang 
sampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik dari kepolisian, atau dalam 
hal tindak pidana khusus ke kantor kejaksaan negeri setempat. Untuk dapat 
dituntun pidana aduan diperlukan syarat adanya pengaduan yang berhak, yaitu 
unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Syarat tersebut disebutkan secara 
tegas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan misalnya perizinan (pasal 
284 ayat 2), dan penhinaan (pasal 310-318 jo 319), sedangkan dalam hal tindak 
pidana (dalam arti bukan aduan), untuk dapatnya negara melakukan penuntutan 
pidana terhadap si pembuat atau pelakunya tidak diperlukan baik laporan maupun 
pengaduan dari siapapun walaupun dalam praktik sering kali pejabat penyelidik 
atau penyidik kepolisian merasa perluh adanya pelaporan yang ditandatangi si 
pelapor dan pejabat kepolisian yang menerima laporan. Fungsi surat tersebut 
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g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 
Unsur berupa alasan untuk diberikannya pidana, unsur tambahan untuk 
memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang 
bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut telah terjadi tanpa adanya unsur ini. 
Adapun unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana sebagai berikut; 
1. Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan, misalnya akibat luka 
berat atau kematian. 
2. Pada objek tindak pidana, misalnya penganiayaan pada ibunya, anaknya. 
Istrinya, pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap 
orang yang bekerja padanya. 
3. Pada cara melakukan, misalnya; dengan tulisan atau gambaran yang di 
tempelkan dimuka umum, memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan. 
4. Pada subjek hukum tindak pidana, misalnya dokter, juru obat, bidan (pasal 349 
jo 346,347,348). 
5. Pada waktu dilakukan tindak pidana, misalnya belum lewat 2 tahun (pasal 216 
ayat 3). 
6. Pada berulangnya perbuatan, misalnya pencarian atau kebiasaan (pasal 283 
ayat 3) 
h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana. 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya apabila 
setelah perbuatan dilakukan keadaan tidak timbul,maka terhadap perbuatan itu 
tidak melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat 
melawan hukumnya dan patut di pidana perbuatan itu terletak pada timbulnya 
unsur syarat tabahan, bukan semata-mata pada perbuatan.
23
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
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1. Pengertian korupsi. 
Definisi etimologis dari kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu 
corrupt atau corruptus yang berarti rusak, busuk, dapat disuap dan kata korupsi 
(corruptie, korruptie, corruptio) di artikan sebagai kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 
kesucian atau ucapan yang menhina atau memfitnah.
24
 
Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk  keuntungan 
pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau 
kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk 
lembaga swasta atau lembaga pemerintah. 
Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak 
mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat 
publik dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi 
akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. 
Defenisi lain dari pengertian korupsi ialah tingkah laku dan tindakan 
seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang 
berkaitan erat dengannya seperti keluarga, karib kerabat, dan teman.
25
 
Di berbagai negara di dunia banyak istilah yang merujuk pada pengertian 
korupsi itu sendiri. Di Malaysia misalnya kata korupsi diistilahkan dengan 
“resuah”  yang berasal dari bahasa arab (Riswah), yang menurut kamus Arab-
Indonesia artinya sama dengan korupsi
26
. Di Muanhatai kata korupsi di istilahkan 
dengan “gin moung” yang berarti makan bangsa, di Cina dikenal dengan istilah 
“tanwu” yang berarti keserakaan yang bernoda, di jepang dikenal dengan istilah 
“ashoku” yang berarti kerja kotor.
27
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Di Indonesia sendiri istilah korupsi pada mulanya masih bersifat umum, 
dan kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa 
Militer Nomor PRT/PM‟061957 tentang korupsi, Istilah korupsi yeng telah 
diterimah dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, di simpulkan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 
perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
28
 
Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam 
mendefiniskan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di sebutkan bahwa: 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan kenuangan negara atau perekonomian negara”.
29
 
Berdasarkan defenisi korupsi yang di gambarkan oleh hukum formil, maka 
yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau 
perekonomian negara di golongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi. 
Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum 
tentu dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan 
tetorial. Rumusannya bisa berbedah tergantung pada titik tekan dan 
pendekatannya, baik dari presfektif politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum. 
Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, 
kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh 
banyak ilmuan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, 
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telah merumuskan sesuatu yang disebutnya korupsi moral (moral corruption).
30
 
Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada 
serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melarang hukum dalam rangka 
mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal ini yang paling 
mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada 
penyalagunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. 
Dari defenisi-defenisi korupsi yang telah dikemukakan, terdapat dua unsur 
pokok didalamnya, yaitu penyalagunaan kekuasaan yang melampaui batas 
kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan 
kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau 
aparat negara yang bersangkutan. 
Terlepas dari berbagai ragam pengertian dan defenisi korupsi, maka dapat 
disimpulkan bahwa korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan 
kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan  pribadi atau 
kelompok tertentu. 
 
2. Dasar Hukum Kejahatan Korupsi 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah di atur sejak tahun 1957 dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan berikut; 
a. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 
April 1957 tentang pemberantasan korupsi 
b. Prt/Pm.08/1957 tentang pemilikan harta benda 
c. Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 Juli 1957 tentang persitaan dan perampasan 
barang-barang. 
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 
1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta benda. Dalam 
peraturan tersebut korupsi dibedakah menjadi 2 yaitu; Perbuatan Korupsi 
Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukurang untuk menentukan Perbuatan 
Korupsi Pidana adalah “ dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau 
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pelanggaran” sedangkang Perbuatan Korupsi lainnya di tentukan, “ dengan 
atau karena perbuatan melawan hukum” 
e. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang 
Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi pidana. 
Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 fokus mengatur mengenai tindak pidana 
korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu pada Peraturan 
Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau 
pelanggaran”. Dalam Undang-Undang ini beberapa pasal ditarik yang terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, menjadi satu jenis tindak pidana 
korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu 12 tahun penjara dan/atau 
denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. 
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pada perkembangannya berikutnya Presiden mengeluarkan keputusan 
Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim 
Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu pemerintah dalam 
memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Dalam tim 
tersebut Jaksa Agung di beri wewenang mengkordinasikan penyidik baik 
terhadap pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas antara orang 
sipil dan militer. Namun demikian, tuntutan masyarakat agar korupsi di 
berantas tidak mengendor sehingga presiden pada tanggal 31 januari 1970 
mengeluarkan keputusa Nomor 12 Tahun 1970 tentang pembentukan komisi 4 
yang terdiri dari Wilopo S.H, I.J Kasimo, Prof. Ir Johannes, Anwar 
Tjokroaminoto agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien, dan keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang 
Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai penasihat Presiden sebagai tugas 
memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-
usaha pemberantasan korupsi. 
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemerintah mengeluarkan 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 
h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001.
31
 
3. Pembagian, Bentuk, dan jenis Korupsi 
a. Pembagian Korupsi 
Ada empat macam pembagian tindak pidana korupsi yakni sebgai berikut; 
1.  Korupsi jalan Pintas, yang banyak di praktekkan dalam kasus penggelapan 
uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar 
untuk kepentingan politik. Contohnya, kasus para pengusaha yang 
menginginkan agar Undang-Undang perubahan tertentu diberlakukan atau 
peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. 
Lalu partai-partai mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. 
2. Korupsi upeti, yaitu korupsi yang dimungkinkan karena jabatan yang strategis. 
Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan presentase dari berbagai 
kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari 
bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk didalamnya 
upaya mark up. Pembagian korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua 
karena sifat institusional politiknya lebih menonjol. 
3. Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya 
mendapatkan proyek atau pasar, termasuk dalam kategori ini adalah usaha 
untuk mendapatkan fasilitas pemerintahan 
4. Korupsi pemerasan, yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan 
gejolak interen maupun dari luar, perekrutan perwira menengah Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi menjadi menejer Human recourses 
departement, atau pencamtungan nama perwira tinggi dalam dewan komisaris 
perusahaan. Pennggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau 
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Freeport di Papua contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga 
adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.
32
 
b. Jenis/Bentuk Korupsi 
Di dalam buku “Membasmi Untuk Memahami” yang diterbitkan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya ada 7 bentuk/jenis korupsi, yakni: 
1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara, yakni; 
a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara 
korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); 
b. Menyalagukan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 
Penjelasan dari korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada 
bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalagnaan wewenan 
kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. 
2. Suap menyuap, yaitu tindakan pemberian uang atau menerimah uang atau 
hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 
3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu seorang pejabat pemerintah yang dengan 
kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, 
menhilangkan barang bukti atau membirkan orang lain menghancurkan barang 
bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan 
merugikan merugikan negara. 
4. Pemerasan, yaitu: 
a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau 
kepada masyarakat; 
b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang 
lain. Korupsi ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan  
Tindak Pidana korupsi. 
5. Perbuatan curang, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, 
pengawas proyek, rekan TNI/POLRI yang melakukan kecurangan dalam 
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pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang 
lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan 
keselamatan negara pada saat perang. 
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu kegiatan  yang bertujuan untuk 
menhadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau 
perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan baran atau jasa 
ini dipilh setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya 
tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang 
rapornya palig bagus dan penawarannya paling koopratif, maka instansi 
tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh 
ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf i Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
7. Gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang diterimah oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 
30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang 
diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket seta fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini 




Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia 
berpendapat bahwa bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah Pidana Korupsi 
berdiri sendiri dan di muat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Rumusan tersebut mengandung 
unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. 
Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut; 
1) Tindak pidana dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain, atau Suatu 
Korporasi,  dirumuskan dalam pasal 2 yang rumusannya sebagai berikut; 
(1) setiap orang yang secara melawang hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri, oranglain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling 
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singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milliar rupiah); 
(2)  dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 
2. Tindak Pidana Korupsi dengan menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan, 
sarana jabatan, atau kedudukan, di rumuskan dalam pasal 3 yang rumusannya 
ialah: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah). 
3) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan 
Sesuatu, yang dirumusakan dalam pasal 5 yang dirumuskan sebagai berikut; 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
5 (lima)   tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara     dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya: atau 
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau    berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya 
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatanya. 
(2) Bagi begawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji   sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat (1) huruf a atau huruf b 
dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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4) Tindak  Pidana Korupsi Penyuapan pada Hakim dan Advokat, dirumuskan 
dalam pasal 6 yang bunyinya sebagai berikut; 
1)  Dipidana dalam pidana penjara paling singkat (3) tiga tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus juta rupiah) setiap orang yang 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 
memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya  untuk diadili; 
atau 
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk 
menhadiri  sidang pengadilan dengan maksud untuk menpengaruhi nasihat 
atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 
2) Bagi hakim yang menerimah pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a atau Advokat huruf b pidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
5) Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan 
korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan NKRI, yang dimuat 
dalam satu pasal yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang 
diadopsi dari pasal 378 dan 338 KUHP yang sejak Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1971 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi.
34
 Namum dalam 
Undang-Undang yang baru ini, rumusan kedua pasal tersebut dimuat dalam 
satu pasal (pasal 7) yang didasarkan pada alasan efisiensi, karena ancaman 
pidananya disamakan pasal 7 dirumuskan sebagai berikut. 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah); 
                                                             
34
Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1971 pasal 1 ayat (1) huruf 
c” dalam Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta; Rajawali 
Pers, 2016), h. 103 
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a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual 
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 
perbuatan curang yang dapat menbahayakan keamanan orang atau barang, atau 
keselamatan negara dalam keadaan perang. 
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 
bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebgaimana dimaksud dalam 
huruf a; 
c. setiap orang yang ada pada waktu menyerahkan bahan keperluan Tentara 
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam 
keadaan perang atau; 
d. d.setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan. 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud 
dalam huruf c. 
(2) bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang 
menerima penyerahan barang keperluan. Tentara Nasional Indonesia atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c dipidana dengan 
pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
6) Korupsi Pegawai Negara Menggelapkan Uang dan Surat berharga, yang dimuat 
dalam pasal 8 yang rumusannya sebagai berikut; 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling seidikit Rp. 150.000.00,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri 
yang tugaskan mejalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk 
sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan 
tersebut. 
7) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-
Daftar, dalam pasal 9 yang rumusannya adalah; 
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupaih) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk 
pemeriksaan administrasi. 
8) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusak Barang, Akta, Surat, atau 
Daftar, yang dirumuskan pasal 10; 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang beri tugas 
menjalankan suatu jabatan secara umum secara terus-menerus atau untuk 
sementara waktu dengan sengaja; 
a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau daftar yang digunakan untuk 
meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang 
dikuasainya karena jabatannya; atau 
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau 
membuat tidak dapat dipakai barang,akta,surat, atau daftar tersebut. 
9) Korupsi pegawai negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhunungan 
Dengan kewenangan Jabatan, yang dirumuskan dalam pasal 11 Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001: 
Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupaiah) 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 
hubungannya dengan jabatannya. 
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10) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat 
Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Memaksa Membayar, Memotong 
Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut 
Serta dalam Pemborongan, yang dirumuskan dalam pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yakni sebagai berikut: 
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya; 
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, 
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 
d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau 
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan 
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 
dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya; 
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta atau menerima , atau memotong pembayaran kepada pegawai 
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negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut 
mempunyai uang kepadanya, padahal diketaui hal tersebut adalah utang; 
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah 
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang; 
h. Pegawai negeri atau penyelanggara negara yang pada waktu menjalankan tugas 
telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-
olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang 
berhak, padahal diketahinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 
perundag-undangan; 
i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik hak langsung maupun tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau 
persewaan , yang pada saat dilakukan perbuatan mereka ditugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya, baik seluruh atau sebagian. 
11) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Meminta Gratifikasi (pasal 12 huruf 
b jo 12 huruf c) 
12)  Korupsi Penyuapan pada Pegawai negeri dengan Mengingat kekuasaan 
jabatan, yang dirumuskan dalam pasal 13 yang bunyinya: 
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada 
jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah). 
13) Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Hukum Acara Pemberantasan 
Korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi 
upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak 
pidana korupsi yang dimaksud dimuat dalam tiga pasal yakni pasal 21, 22, 
dan pasal 24 
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14) Tindak pidana pelanggaran Terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 
KUHP dalam perkara korupsi (pasal 23). Enam kejahatan yang ada dalam 
KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan menyeragamkan ancaman 
pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupaiah). Pasal pasal kejahatan dalam KUHP yang ditarik ke dalam tindak 
pidana korupsi melalui pasal 23, ada dua jenis kejahatan, yakni kejahatan 
terhadap penguasa umum (pasal 220, 231) dan kejahatan jabatan ( pasal 
421,422, 429, 430), yang singkatnya; 
a. Pasal 220 mengenai laporan atau pengaduan palsu. 
b. Pasal 231 mengenai menarik barang yang disita yang dititipkan oleh hakim. 
c. Pasal 421 mengenai pegawai negeri yang menyalagunakan kekuasaan 
memaksa melakukan atau tidak melakukan. 
d. Pasal 422 mengenai pegawai negeri dalam perkara pidana memeras pengakuan. 
e. Pasal 429 mengenai pegawai negeri yang melampaui wewenangnya memaksa 
masuk ke dalam rumah atau ruang/pekerjaan. 
f. Pasal 430 yang mengenai pegawai negeri yang melampaui kekuasaan yang 
menyeluruh memperlihatkan atau merampas surat, kartu pos, atau barang paket 
yang diserahkan pada lembaga pengankutan umum.
35
 
4. Korupsi Dalam Presfektif Hukum Islam 
Hukum pidana islam berasal merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah, 
adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digalih dan di simpulkan dari 
nash-nash keagamaan, baik Al-quran maupun hadis, tentang kriminalitas, baik 
yang berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut 
seruluh aspek pancajiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan 
atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar pancajiwa syariat tersebut.
36
 
                                                             
35
 Adami Chazawi, Hukum Pidana korupsi di Inonesia, edisi revisi (Jakarta; rajawali pers, 
2016), h. 25-286. 
36
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta; AMZAH 2014). h 68 
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Dalam hukum pidana islam di jelaskan ada beberapa unsur-unsur dan 
definsi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah 
tersebut adalah ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab (mengambil 
paksa hak/harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian),hirabah (perampokan).
37
 
a.  Ghulul (penggelapan) 
Allah berfirman dalam QS Ali Imran/3:161  
                                 
            
 Terjemahnya: 
“ tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, 
Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya 
itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia 
kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.38 
  Definisi ghulul dapat kita simpulkan dalam surah ali „imran (3) ayat 161 
yang pada mulanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan dan 
berlaku curang, dan khianat terhadap harta perampasang perang. Akan tetapi 
pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan penggelapan terhadap harta 
baitul mal, harta milik kaum muslim, harta bersama dalam suatau kerja sama 
bisnis, harta zakat, dan lain-lain. ghulul juga dimaknai sebagai penyalagunaan 
jabatan terhadap amanat. Diantara bentuk perbuatan ghulul menerima hadiah 




Sebagaimana dalam Qs. An-nisa/4:58: 
                                                             
37
 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. h. 78 
38
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, h. 104 
39
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 81 
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                                     
                        
Terjemahnya 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 




Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia 
menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, 
yakni yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang 
diajarkan Allah, amanat adalah sesuatu yang serahkan kepada pihak lain untuk 
dipeliahara dan dikembalikan  apabila saat atau apabila diminta oleh pemiliknya. 
Dari ayat-ayat tersebut diatas, maka penyalahgunaan bantuan sosial atau 
korupsi adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunaan 
wewenang atau jabatan yang diambilnya dan dan penyalahgunaan wewenang 
termasuk dalam Khianat. 
Ghulul merupakan perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan ini tidak hanya 
merugikan satu atau dua orang saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari 
segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang 
seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
41
 
b. Risywah (penyuapan) 
 Secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab, kata kerja atau fi’il dan 
masdhar  yang berarti suap menyuap, definisi menurut istilah (terminologi), 
risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan 
atau sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu 
                                                             
40
 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 113 
41
 Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, Fiqih Korups, Amanah vs Kekuasaan, h. 54 
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  Dalam islam, tentunya hukum risywah tidak lepas dari dasar hukum 
dalam Al-Quran dan hadist, akan tetapi secara umum, hukum risywah menurut 
islam adalah haram, bahkan tidak hanya harta saja akan tetapi juga perantara, 




Allah berfirman dalam QS Al-baqarah/2: 188. 
                                      
              
Terjemahnya: 
“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui.44 
 
Ayat di atas bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang 
lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusahan harta 
kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan 
memperoleh hak kalian, tetapi mengambil hak orang lain dengan melakukan 




Hadist tentang risywah 
Terjemahnya:  
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Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Dzìb dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu 
Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang 




 Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, Abdulah muhsin al-
Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap atau 
menyuap termasuk dalam kategori sanksi-sanksi ta‟zir yang kompetensinya ada di 
tangan hakim karena sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan 
secara jelas oleh syariat ( Al-Quran dan hadis). Untuk menentukan jenis sanksi 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk 
memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi 
hukum harus sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan 
dengan lingkungan dimana pelanggarang itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi 
yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.
47
 
c.  Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain) 
 Secara etimologis ghasab berarti yang mengambil sesuatu secara paksa 
dan zalim. Sedangkan pengertiannya secara terminologis, ghasab didefinisikan 
sebagai uapaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-
terangan. 
 Menurut penulis, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak 
orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadan dengan 
kekerasan serta dilakukan dengan terang –terangan. Karena adanya batasan tanpa 
izin pemilik maka apabila yang diambil brupa harta titipan tau gadai, jelas tidak 
termasuk dalam perbuatan ghasab tetapi khianat. Karena terdapat unsur 
pemaksaan  atau kekerasan maka ghasab bisa mirip dengan perampokan, namun 
dalam ghasab tidak terjadi tindak pembunuhan. 
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 Berbicara mengenai dasar hukum dari ghasab, adapun dalil-dalir tentang 
larangan melakukan melakukan ghasab terdapat dalam beberapa nash, baik Al-
Qurang maupun Al-Hadis bahkan ijma’ para ulama. Di antaranya ayat yang 
melarang perbuatan ghasab. 
 Allah berfirman dalam QS Al Nisah‟/4:29. 
                            
                            
 Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
 
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 




 Ayat ini menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan 
cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan yang tanpa 
melanggar hukum. Dan dalam al-quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan 
tentang keharusan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak 
menerimanya. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan secacar batil, 
dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang 
merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka 
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 Dalam ayat di atas, sudah menjelaskan secara tegas bahwa allah melarang  
memakan harta antara satu dengan orang lain secara batil. Memakan harta sesama 
dengan cara batil adalah perbuatan ghasab, karena didalamnya terdapat unsur 
merugikan pihak lain,atau tepatnya ghasab melanggar larangan allah. Dari 
pengertian dalil-dalil larangan tentang ghasab tidak ada satu nash pun yang 
mejelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku ghasab, 
oleh karena itu ghasab merupakan jarimah ta‟zir. 
d. Khianat. 
 Khianat  secara bahasa bermakna curang, culas, dan tidak jujur. Menurut 
istilah, khianat adalah sikap mental atau perilaku tidak jujur, baik terhadap diri 
sendiri, orang lain maupun terhadap diri sendiri maupun terhadap Allah SWT dan 
Rasul-Nya. 
 Ahli bahasa Ragib Al-Isfahani berpendapat, khianat punya pengertian 
yang hampir sama dengan nifak (munafik). Bedanya, khianat mempunyai konotasi 
curang terhadap janji dan amanat, sedangkan nifak berkonotasi pada ajaran agama 
secara umum. Khianat terhadap diri sendiri adalah sikap mentaati atau perilaku 
tidak jujur terhadap  diri sendiri dengan melanggar aturan agama yang telah 
ditentukan. Pengertian khianat terhadap orang lain adalah sikap mental atau 
perbuatan curang yang dilakukan terhadap orang atau kelompok lain. Akibatnya, 
seseorang bisa kehilangan kepercayaan. Khianat terhadap Allah SWT menurut 




 Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal/8: 58. 
                                 
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Terjemahnya: 
“ dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara 





 Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa/4: 107. 
                               
Terjemahnya: 
dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang 
mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,52 
 
 Dari ayat-ayat diatas menunjukan bahwa khianat adalah haram dalam 
islam. Dan merupaka sifat yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang munafik 






e. Sariqah (Pencurian) 
Secara etimologis sariqah atau pencurian ialah mengambil harta milik 
seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara 
terminologis, sariqah dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta 
seniali sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya 
atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta 
tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh 
dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan pencuri
54
. Jadi saqirah 
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adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi 
dari tempat penyimpanan barang atau harta kekayaan tersebut. 
 Allah berfirman dalam QS Al Maidah/5: 38. 
                                     
Terjemahnya: 
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 




Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bentuk sanksi hukum bagi pelaku 
pencurian yaitu potong tangan. Adapun pencurian dikenakan hukuman had 
potong tangan jika telah memenuhi beberpa syarat dan unsurnya. Syarat-syarat 
jarimah sariqah ialah pelaku sudah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak 
dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak 
terdapat hubunngan kerabat antara korban dan pelaku, tidak terdapat unsur 
syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada ssat peperangan 
di jalan Allah.
56
 Adapun unsur-unsur jarimah sariqah yaitu unsur tindakan 
mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, 
unsur benda yang diambil adalah hak milik orang lain, dan unsur al-qasd al-
jina’i yaitu unsur melawan hukum
57
. Syarat dan unsur jarimah sariqah tersebut 
harus dipenuhi, sebab apa bila salah satu dari syarat dan unsur jarimah sariqah 
tersebut tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan dibatalkan dan beralih 
kepada hukuman ta’zir. 
f. Hirabah (Perampokan) 
Definisi dari hirabah (perampokan) berarti memerangi atau dalam kalimat 
haraballah berarti bermksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis hirabah 
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(perampokan) disebut juga dengan quththa’u al-thariq (para pemutus 
jalan/pembegal) adalah penyerangan dengan senjata lalu merampas harta korban 
secara terang-terangan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hirabah 
(perampokan) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam maupun di luar 
rumah, dengan tujuan menguasai harta korba, membunuh korba, atau sekedar 




 Allah berfirman dalam QS Al Ma‟idah/5: 33-34. 
                                   
                                
                                    
          
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, 
 kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu 
dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau 
melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
59
 
Dari uraian dalam al-quran diatas menyatakan secara tegas tentang 
jarimah hirabah atau perampokan. Sanksi yang ditetapkan terdiri atas empat 
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macam, yaitu dihukum mati, disalib, di potong tangan dan kaki secara bersilang, 
dan diasingkan. 
Keempat jenis sanksi berat ini dilaksanakan secara keseluruhan, bukan 
dipilih melainkan diberlakukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan bagi 
perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati; bagi 
perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa 
hukuman mati dan penyaliban; bagi perampok yang merampas harta korban; 
sanksinya potong tangan dan kaki secara bersilang; dan bagi perampok yang 
hanya meneror, sanksinya berupa pengasinan yang bisa berupa penjara.
60
 
D. Bantuan Sosial 
1. Pengertian Bantuan Sosial 
Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang 
barang/baramg dari pemerintah pusat/daerah kepada individu, keluarga, kelompok 
atau masyarakat yang sifat tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan 
untuk melingdungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
61
 Resiko sosial 
yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentangan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonmi, krisis 
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan 
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
62
 
Dalam dokumen deskripsi dan analis APBN/P 2014 yang diterbitkan oleh 
kementerian keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial didefinisikan sebagai 
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pemberian  bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam 




2. Dasar hukum pengelolaan bantuan sosial 
dalam rangka pengeloaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang 
ditetapkan dalam APBN dan APBD, sehinggah diperlukan suatu kaidah-kaidah 
hukum administrasi keuangan negara
64
.Oleh karena itu segala hal yang berkaitan 
dengan pengelolaan dana bantuan sosisal diatur dalam peraturan menteri dalam 
negeri yang telah beberapakali mengalimi perubahan. 
Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah megalami 
banyak perkembangan, sistem pengeloloaan anggaran negara di indonesia terus 
berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika menejem sektor publik. Pada 
awalnya pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 45 
yang terdiri dari 4 ayat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang telah 
beberapa kali diubah, yakni dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan kali 
keduanya diubah dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011. 
Pada tanggal 21 mei 2012  ditetapkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 
Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 21 
tentang pedoman Pemberian dana hibah dan bantuan sosial yag bersumber dari 
APBD yang di undangkan  pada tanggal 22 mei 2012. Pada pasal 43 di jelaskan 
bahwa penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertangguang jawaban serta monitorin dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan 
sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada peraturan menteri ini. 
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Di Propinsi Sulawesi selatan telah di undangkan peraturan Gubernur 
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pemendagri diatas. Peraturan tersebut 
menjadi landasan bagi pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dalam Melaksanakan 
pengelolaan dana Bantuan sosial, yakni peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2011 
dan telah dirubah dengan peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang cara  
penganggaran, pelaksanaan, dan penata usahaan Pertanggungjawaban dan 
pelaporan serta monitorin dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber 
dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan. 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Lilik mulyadi mengemukakan bahwa:“Hakikat pada pertimbangan yuridis 
hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh 




Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan 
yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
sebelum memutus perkara. Dalam praktiknya peradilan pada putusan hakim 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta di persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbngan hakim dapat di bagi 
menjadi dua (2) kategori yakni: 
“pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapakan sebagai hal yang harus 
                                                             
65
 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2007), h 193 
                 
    43 
                                               
dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat diliat dari latar 




 Fakta-fakta  persidangan yang  dihadirkan, berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delecti), dan modus operandi 
tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula di perhatikan aspek 
akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti 
yang digunakan serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
 Apabilah fakta-fakta dalam persidangan yang dihadirkan telah 
diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya di pertimbangkan kolerasi 
antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. 
Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-
unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secarah sah 
menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang 
didakwakan, hakim juga harus menguasai  aspek teoritik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif 
ditetapkan pendiriannya. 
 Menuruk lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang 
didakwakan, ada 3 (tiga) bentuk tanggapan dan pertimbangan, antara lain; 
                                                             
66
 Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung; PT. Citra Aditya 
Bakti, 2007), h. 212 
                 
    44 
                                               
1. “Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, 
terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa 
atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntuntan pidana dari penuntut umum dari pledoi 
dari terdakwa atau penasihat hukum.”
67
 
 Setelah penuntutan unsur-unsur tersebut, dalam praktek purusan hakim 
selanjutnya di pertimbangkan hal-hal yang meringangkan dan memberatkan 
misalnya terdakwa tidak jujur, tidak mengdukung program pemerintah, 
terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara 
hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap baik selama persidangan, 
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 BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Dalam penelitan yang dilakukan oleh penelitia, jenis penelitaian yang 
dipakai adalah penelitian Fiel Research  yang bersifat kualitatif.  Yaitu  penelitian 
lapangan dan penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data 
primer yang diperoleh di tempat penelitian.
68
 
Dalam hal ini untuk mencari data tentang masalah tindak pidana korupsi  
bantuan sosial produksi kedelai tahun aggaran 2015 di Kabupaten Gowa presfektif 
hukum Islam No.101/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian 
dalam rangka penyusunan skripsi. Lokasi yang dimaksud adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul ini 
tentang tindak pidana korupsi penyalagunaan bantuan sosial produksi kedelai 
tahun anggaran 2015 di Kabupaten Gowa presfektif hukum Islam 
No.101/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks. maka penulis memilih lokasi penelitian di 
kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, di Jl. 
R.A. Kartini No.18/23 Makassar. Sebagai instansi yang telah memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan di kantor 
pertanian kabuten gowa yang beralamat di Jl. Mesjid Raya No.30 Sungguminasa, 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai instansi yang bertugas  menyelenggarakan 
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urusan  urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang bidang pertanian 
daerah pertanian kabupaten gowa  sehingga dapat dipastikan bahwa pada istansi 
tersebut tersedia cukup (data sekunder) dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah 
ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Secara 
sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum.
69
 
Yuridis empiris dalam penelitan ini menganalisis permaslahan perundang-
undangan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (merupakan 
data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. 
C. Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di 
lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A dan dinas 
pertanian kabupaten gowa dengan cara intervieuw yaitu kegiatan langsung turun 
kelapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada informan penelitian untuk 
memperoleh keterangan atau data yang lebih jelas dan di dukung oleh data 
kualitatif. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah tehnik untuk mencari bahan-bahan 
atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubunngannya dengan 
data primer dan dapat di pakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder 
ini dikumpulkan melalui library research dengan menelaah buku-buku, dan jurnal 
yang berkaitan deangan judul penulis. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat di gunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan data
70
. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai 
bahan penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai bahan penulisan skripsi peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research), adalah suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori 
yang telah di kemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan 
masalah yang akan diteliti oleh penulis dan kemudian membandingkan 
serta menganalisis untuk memecahkan masalah yang diangkat. 
2. Penelitian lapangan (Field Research), adalah metode pengumpulan data 
yang dilakukan pada lokasi objek penelitian secara langsung. Riset 
lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Observasi adalah penelitian kuwalitatif pengamatan langsung yang dilakukan 
untuk mengetahui keberadaan objek, konteks dan maknanya dalam upaya 
mengumpulkan data-data dan penelitian.
71
 
b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang memberikan jawabannya atas pertanyaanya itu.
72
 
c. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 
penelitian, baik itu berupa sumber tertulis, film, video, gambar (foto), dan 
karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses 
penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen peneltian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena 
peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitan ini dengan menggunakan. 
1. Daftar pertanyaan  
 Dafar pertanyaan ini digunakan dalam melakukan wawancara agar proses 
wawancara lebih terarah. 
2. Buku catatan dan alat tulis 
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3. Kamera 
Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan 
wawancara terhadap informan. 
 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiaan data penelitian. 
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penilitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah 




1. Meningkatkan ketekunan pengamatan secara lebih cermat dan 
berkeseimbangan. Mengecek kembali apakah data yang ditemukan itu 
salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang sistematis. 
2. Menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah 
ditemukan peneliti. 
G. Teknik Pengelolaan Data 
Pengelolaan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Pengelolaan data dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah menurangi atau memilih-milih data yang sesuai 
dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
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2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 
Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan imformasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Dimana penyajian data yang merupakan suatu langkah penting menuju 
tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal. 
3. Menarik Kesimpulan Dan Verivikasi  
Tahap ini adalah tahap dimana penarian kesimpulan dari data-data yang 
telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, keteraturan pola-pola 
penjelasan alur sebab akibat atau proposi. 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk yang 
sederhana supaya dapat dimengerti, dipahami serta di interpretasikan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah 
menganalisi data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan 
dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya 
pengelolaan data di sajikan secara deskriptip analisis dimana menggambarkan 
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 BAB VI 
 
 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN 
SOSIALSARANA PERTANIAN KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2015 DI 




A.  Gambarang Umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1a Khusus  
Menurut catatan sejarah, pengadilan ini didirakan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad Van Justitia, dan pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini 
berganti menjadi menjadi Pengadilan Negeri Makassar nama ini pun yang 
tercantum dalam surat keputusan (SK) penetapan BCB oleh mendudpar tahun 
2010, dan saat ini berubah lagi namanya menjadi Pengadilan Negeri Makassar 
Kelas 1A Khusus, kantor pengadilan Negeri Makassar kelas 1a khusus berada di 
jalan R.A Kartini Nomor. 18/23 kelurahan baru, Kecamatan ujung pandang, Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi selatan dan berada pada titik koordinat 119. 24‟ BT-
5. 8‟ 90,7 LS. 
Pengadilan Negeri Makassar kelas 1a khusus merupakan badan peradilan 
yang di pimpim oleh seorang ketua dan di bantu oleh seorang wakil ketua, yang 
kedua-duanya dinamakan pimpinan pengadilan yang bertugas dan bertanggung 
jawab atas terselenggranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya 
citra dan wibawa penagdilan, sesuai dengan namanya pengadila khusus, 
pengadilan negeri makassar terdapat beberapa pengadilian khusus di bawahnya, 
ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan negeri makassar juga 
bertindak ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan khusus 
tesebut, adapun wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus sebagai berikut: 
a. Pengadilan Niaga Makassar: 
1. Sulawesi Selatan dan Barat 
2. Sulawesi Tengah 
3. Sulawesi Tenggara 
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4. Sulawesi Utara 
5. Maluku Irian Jaya 
b. Pengadilan HAM pada pegadilan Negeri Makassar: 
1. Sulawesi Selatan dan Barat 
2. Sulawesi tenggara 
3. Sualawesi tengah 
4. Sulawesi Utara 
5. Gorontalo  
6. Maluku  
7. Maluku Utara 
8. Irian Jaya 
c. Pengadilan hubungan industri pada Penagdilan Negeri Makassar daerah 




 Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus; 
Visi 
“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang agung” 
Misi 
a. Menjaga kemandirian pengadilan negeri makassar kelas 1a khusus 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri makassar kelas 1a 
khusus 





B. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap perkara tindak pidana 
korupsi (studi putusan No.101/pid-Sus-Tpk/2017/PN.Mks) 
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1. Posisi kasus 
Pada kasus ini bermulah ketika  direktur jendelar anggaran atas nama menteri 
keuangan menandatangani surat pengesahan DIPA kemeterian pertanian ditjen 
prasarana dan sarana pertanian  Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 
Propinsi sulawesi selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor 018.08.4.199133/2015.  
Berdasarkan petujuk operasional kegiatan ditjen prasarana dan sarana pertanian  
TA 2015. Dinas Pertanian Kabupaten Gowa di mana terdakwa menjabat sebagai 
kepala dinas mendapatkan anggaran alokasi dana sebesar Rp. 5.973.000.000,- 
berupa bantuan sosial untuk di pergunakan untuk meningkatkan sarana pertanian 
kedelai di kabupaten gowa di 7 (tujuh) kecamatan
76
. 
Sebelum menguraikan mengenai  dasar pertimbangan hakim dalam kasus 
tindak pidana korupsi (studi putusan No.101/Pid-sus-Tpk/2017/PN.Mks) maka 
perlu diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa yakni: 
Identitas Terdakwa 
Nama lengkap       : Drs. H. Zulkarnaen, M.Si. 
Tempat lahir           : Je‟neponto; 
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/02 Nopember 1958 
Jenis kelamin         : Laki-Laki 
Kebangsaan            : Indonesia 
Tempat tinggal   : jl. Pallangga Raya, Desa Je‟netallasa, Kecamatan      
Pallangga, Kabupaten Gowa. 
Agama                  : Islam 
Pekerjaan               : PNS (Kepala Dinas Pertanian Kab. Gowa/Pejabat 
Pembuat Komitmen. 
Pendidikan           : S-2.
77
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
DAKWAAN PRIMAIR 
Bahwa ia tedakwa Drs. H. Zulkarnain M.Si BIN H. HALWIN (selaku kepala 
dinas pertanian kabupaten gowa) yang pada pelaksaan program/kegiatan peluasan 
Areal Tanam dan peningkatan Indeks Pertnaman (PAT-PIP) kedelai tahun 
anggaran 2015 di kabupaten gowa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat komitmen 
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berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikulturan Propinsi Sulawesi selatan Nomot: 821/175/DISTPH) tanggal 15 
Mei 2015, bersama-sama dengan MUHAMMAD SAID, SP. MM bin ABD 
RAHMAN (berkas di ajukan terpisah) selaku ketua Tim Tehknis Verivikasi, 
THAMSAR. SP. M.Si bin MUH TAHIR (berkas di ajukan terpisah) selaku Tim 
Tehknis pada Kegiatan Percepatan Optimasi PAP-PIP kedelai Mendukung Upaya 
Khusus (UPSUS) Tahun 2015 dan Hj. BESSE BOLONG binti H. AMBO ASO 
(berkas di ajukan terpisah) Kepala Sub bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten 
gowa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi antara bulan Maret 
tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada hari 
dan tanggal tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di 
lingkungan Dinas Pertanian pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Gowa yaitu 
Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Parigi, Kecamatan Barombong, Kecamatan 
Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan 
Bontonompo Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
ini pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU RI 
No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemebenrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. “yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, perubuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara 
yang terlampir di salinan putusan: 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 
ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan di tambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi 




Bahwa ia tedakwa Drs. H. Zulkarnain M.Si BIN H. HALWIN (selaku kepala 
dinas pertanian kabupaten gowa) yang pada pelaksaan program/kegiatan peluasan 
Areal Tanam dan peningkatan Indeks Pertnaman (PAT-PIP) kedelai tahun 
anggaran 2015 di kabupaten gowa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat komitmen 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikulturan Propinsi Sulawesi selatan Nomot: 821/175/DISTPH) tanggal 15 
Mei 2015, bersama-sama dengan MUHAMMAD SAID, SP. MM bin ABD 
RAHMAN (berkas di ajukan terpisah) selaku ketua Tim Tehknis Verivikasi, 
THAMSAR. SP. M.Si bin MUH TAHIR (berkas di ajukan terpisah) selaku Tim 
Tehknis pada Kegiatan Percepatan Optimasi PAP-PIP kedelai Mendukung Upaya 
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Khusus (UPSUS) Tahun 2015 dan Hj. BESSE BOLONG binti H. AMBO ASO 
(berkas di ajukan terpisah) Kepala Sub bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten 
gowa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi antara bulan Maret 
tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada hari 
dan tanggal tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di 
lingkungan Dinas Pertanian pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Gowa yaitu 
Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Parigi, Kecamatan Barombong, Kecamatan 
Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan 
Bontonompo Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
ini pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU RI 
No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemebenrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. “yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, perubuatan terdakwa tersebut dilakukan cara-cara yang 
sudah diterangkan dalam salinan putusan:. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 Tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam 
persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut pada majelis 
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutusan : 
1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan primer yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 
18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu 
membebaskan terdakwa dakwaan primair. 
2. Menyatakan terdakwa Drs. H Zulkarnaen, M.Si telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 
sebagaimana didakwakan dalam dakwakan dalam dakwaan  subsidiair yakni 
melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambahkan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 
RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan subsidair. 
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. H Zulkarnaen, M.Si berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. 
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si 
untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 789.000.000,- 
(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila 
                 
    56 
                                               
uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan 
setelah putusan pengadilan berkekuatan  hukum tetap, maka harta benda 
terdakwa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si disita oleh jaksa untuk dilelang guna 
menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa Drs. H. 
Zukarnaen, M.Si tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara; 
5. Menyatakan barang bukti berupa. 
“Tetap terlampir dalam berkas perkara” 




4. Amar Putusan 
 Memperhatikan, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si. tersebut diatas, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair: 
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut: 
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si. tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun 2  (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 
789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh senbilang juta rupiah) paling lama 
dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika 
tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk  
menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak 
mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) bulan; 
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
7. Menetapkan barang bukti berupa; 
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5. Analis penulis  
 Yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Tirtamidjaja menjelaskan 
hukum pidana materil sebagai berikut. 
“hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat 
di hukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman 
atas pelanggaran pidana.
81
 Sedangkan menurut J.M Van Bammalen. Hukum 
pidana materil terdiri atas tindak pidana yang sebut berturut-turut, peraturan 
umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam 
terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara 
pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan 
pada kesempatan itu. 
 Membahas mengenai  penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini 
berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Pasal 143 KUHAP yang menyatakan 
bahwa untuk mengadili suatu perkara, penuntut umum wajib mengajukan 
permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan dalam berkas perkara. Dalam hal 
ini penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terterah 
dalam pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan 
penulispun berpatokan pada salinan putusan Nomor 101/pid-sus-TPK/2017/PN-
Mks dengan berdasar kepada salinan putusan tersebut penulis menyimpulkan 
bahwa penerapan hukum secara materil sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Tindak Pidana Korupsi ( studi kasus 101/Pid-Sus-TPK/2017/Pn-Mks)  
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
Dalam memutuskan suatu perkara terdapat pertimabangan-pertimbangang 
yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan 
hakim dalam putusan Nomor 101/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Mks. sebagai berikut: 
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Amir  Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pemidanaan, (Yogyakarta; Mahakarya Rangkang 
Offset,2012), h 9. 
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Menimbang bahwa setelah mengetahui fakta-fakta hukum diatas, 
selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan 
sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingakat 
uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan 
putusan ini, maka sampailah majelis pada yuridis apakah dengan fakta-fakta 
hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan 
penuntut umum. 
Menimbang, terdakwa dihadapkan ke persidangandengan dakwaan yang 
disusun secara subsidair, yaitu; 
Primair: sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 
(1) jo. Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi 
sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena 
dakwaannya di susun secara subsidair maka pertama-tama penulis akan 
mempertimbangkan dakwaan primair, dimana unsur dari 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah; 
1. Setiap orang; 
2. Dengan melawan hukum; 
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara; 
Menimbang, dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum 
lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur secara melawan hukum; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut 
penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 
                 
    59 
                                               
dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum 
dalam arti formil dan materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diaur dalam 
peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan 
tersebut dapat dipidana. 
Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif 
didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang 
bersifat umum, sedangkan dalam dalam fungsi positif didasarkan atas asas 
kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
tercela atau merusak keadilan dalam masyarakat; 
Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 
003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) 
UU No. 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materil tidak mempunyai 
kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam 
arti formil; 
Menimbang mengenai unsur ini penuntut umum dalam surat tuntutannya 
maupun terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, 
ternyata sama-sama berpendapat bahwa unsur melawan hukum ini tidak terbukti, 
dengan argumentasi hukumnya masing-masing; 
Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat 
disimpulkan bahwa terdakwa, didakwa dalam jabatan atau kedudukan  sekalau 
kepala Dinas Pertanian Kab. Gowa sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen 
(PPK) dalam hal ini menunjukkan bahwa subjek delik menurut dakwaan penuntut 
umum adalah dalam kuwalitas sebagai atau orang yang mempunyai kedudukan; 
Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa 
menyalahgunakan  kewenanngan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud 
perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama di 
jelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah S.H. bahwa delik dalam pasal 3 meskipun tidak 
dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat 
dilakukan tanpa melawan hukum. Dengan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan berarti telah melawan hukum; 
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Bahwa menimbang dalam dakwaan primair unsur melawan hukum haruslah 
dianggap tidak terpenuhi dan terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari 
dakwaan pirmair tersebut; 
Menimbang , bahwa dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, 
maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair sebagaima di 
uraikan di atas yang unsur-unsurnya sebagai berikut; 
1. Setiap orang; 
2. Dengan tujuan menguntukan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan dan kedudukannya; 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menurut pasal 3 jo.  Pasal 
1 angak 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menunjuk pada subjek 
hukum yaitu orang atau perorang yang memangku suatu jabatan atau kedudukan 
yang menurut hukum kepadanya dapat di pertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi menurut 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah seorang 
pejabat/pegawai negeri. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
tersebut, pegawai negeri meliputi; 
a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
kepegawaian 
b. Pegawai negeri sebagaima yang dimaksud dalam KUHP; 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara; 
d. Orang yang menerima  gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 
bantuan atau fasilitas negara atau masyarakat; 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
82
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Ad 1. Unsur setiap orang. 
Meninmbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 
bahwa terdakawa adalah seorang pegawai kepala dinas pertanian kab. Gowa dan 
sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) yang di angkat berdasarkan SK, yang 
menerima gaji atau upah dari keuangan negara; 
Menimbang,bahwa sesuai dengan pengamatan majelis selama persidangan 
berlangsung, telah ternyata terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, 
sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; 




Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain 
atau suatu koroprasi; 
Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau dalam unsur kedua 
menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif apabilah salah satu unsur 
apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atauka suatu korporasi 
terpenuhi, maka terpenuhilah unsur yang dimksud. 
Menimbang, bahwa bahwa kata “tujuan” dalam unsur ini dapat kita maknai 
sebagai maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
Menimbang, sebagaiama yang telah diuraikan dalam fakta persidangan 
dalam dakwaan subsidar bahwa terdakwa menguntungkan dirinya sendiri dan 
orang lain yaiitu saudara Muhammad Said, SP. MM dalam berkas terpisah dan 
Thamsar SP, dan Hj. Besse Bolong serta suatu korporasi yakni PT. TRI 
HARMONI ABADI; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaa subsidair majelis 
berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan 
orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; 
Ad. 3 unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
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Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif artinya apabila salah satu 
dari elemen perbuatan apakah itu “menyalagunakan kewenangan atau kesempatan 
atauka sarana yang ada padanya” telah terpenuhi maka tepenuhilah unsur ini; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis akan  memberikan 
pertimbangan berikut ini dengan terlebih dahulu akan menguraikan konsep 
onbevoegheid yakni tindakan yang melanggar wewenang atau tindakan tanpa 
dasar wewenang; 
Menimbang, bahwa sesuai dengan asas legalitas yang mendasari setiap 
tindakan hukum pemerintahan di bidang publik, berarti tindakan itu harus 
didasarkan pada wewenang yang berasal dari undang-undangan , jika tindakan 
tidak di dasarkan pada wewenang atau bertindak tanpa memiliki wewenang, maka 
tindakan itu tergolong tindakan yang melanggar wewenang yang pada hakikatnya 
tindakan tersebut tidak memiliki legitimasi, dengan demikian ketika organ 
pemerintahan tidak memiliki wewenang dalam melakukan dalam melakukan 
tindakan hukum, berarti pula melakukan tindakan melampaui batas wilayah 
kekuasaannya; 
Menimbang, bahwa organ pemerintahan yang menggunakan wewenang 
untuk tujuan lain berarti telah menyalahgunakan wewenang, penyalahgunaan 
wewenang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu; 
1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan kesempatan umum atau untuk  menguntungkan 
kepentingan umum atau diri sendiri atau golongan dan kelompok; 
2. Penyalahguanaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut benar 
ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan dan 
kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-
peraturan lain; 
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang 
seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah 
menggunakan prosedur lain agar terlaksana; 
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas, maka dalam 
konteks perkara yang dimaksud dengan menyalagunakan kewewenang, 
kesempatan,  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah 
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menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana 
korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana tersebut.untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan 
cara yang harus dilakukan oleh subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi, yaitu 
menyalagunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan 
atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah 
serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk 
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaanya dapat dilaksakan 
dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang 
dapat di manfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-
ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang 
dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah 
syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan 
jabatan atau kedudukan pelaku; 
Menimbang, bahwa kata kewenangan berarti mempunyai (mendapat hak 
dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau 
kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula, dengan 
kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluan untuk 
melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang 
dimaksud dengan “kesempatan”; 
Menimbang, bahwa seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu 
akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan 
untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana yang 
diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu 
dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan 
sebagaimana mestinya, maka telah terjadi yang namanya penyalahgunaan 
kewenangan, kesempatan, atau kedudukan; 
Menimbang, bahwa uraian di atas menjadi rujukan majelis dalam menilai 
apakah terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena 
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kedudukan atau jabatan selaku kepala dinas pertanian kabupaten gowa dan 
penjabat pembuat komitmen (PPK); 
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas  dan  
dengan juga mempetimbang fakta- fakta yang termuat dalam dakwawan subsidair 
terkait dengan unsur ini, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan.
84
 
Ad 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
Menimbang, bahwa yang dmaksud merugikan keuangan negara menurut 
penjalasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh 
kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak di pisahkan, 
termaksuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat 
daerah dan juga dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan 
usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD), yayasan, badan 
hukum dan perusahaan yang menyertai modal negara atau perusahaan yang 
menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 
Menimbang, bahwa dalam hal ini perluh ditegaskan bahwa dengan 
mengutip penjelasan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa delik formil, yaitu 
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan 
dengan tibulnya akibat, dengan kata lain unsur ini dapat merugikan keuangan 
negara sudah di anggap terbukti manakala perbuatan terdakwa berpontensi 
merugikan negara tanpa mensyarakat kerugian negara terjadi; 
Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu 
harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana 
telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. 
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Manakalah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya , sudah jelas bertentangan 
dengan norma yang di atur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut; 
Menimbang bahwa menurut majelis hakim bahwa dengan terbuktinya 
unsur menguntungkan diri sendiri orang,lain atau suatu korporasi dalam perbuatan 
terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka dengan sendirinya 
unsur dapat merugikan negara telah terpenuhi pula, karena adanya perbuatan 
terdakwa menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi, karena 
adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada 
terdakwa karena jabatannya selaku kepala dinas pertanian kabupaten gowa; 
Menimbang, bahwa berdasarka hasil perhitungan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-
561/PW21/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016 bahwa keuangan negara dirugikan 
sejumlah Rp. 3.436.844.800,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta 
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah); 
Menimbang, bahwa dari uarai diatas mejelis hakim berkesimpulan bahwa 
unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah 
terpenuhi. 
Menimbang, bahwa selajutnya mempertimbangkan penerapan pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP  berikut ini dalam konteks dakwaan maupun tuntutan 
penuntut umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara terdakwa hanyalah 
perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta 
melakukan perbuatan itu; 
Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (daden) adalah mereka yang 
melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang 
lain yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (deonplegen), mereka yang turut 
serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplegen), dan mereka yang 
dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak 
pidana (uitloking). Dalam perkara ini akan dipertimbankang apakah tindak pidana 
itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama baik secara pelaku, 
menyuruh melakukan, turut serta atau menganjurkan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara ini bahwa terdakwa sebagai 
kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa sekaligu Pejabat Pembuat komitmet 
(PPK) bersama-sama dengan Muhammad Said SP.,MM selaku ketua tim 
verivikasi dan Thamsar, SP., M.Si, selaku sekertaris tim teknis pada kegiatan 
percepatan optimasi PAT-PIP kedelai tahun 2015 dan Hj. Besse Bolong selaku 
kepala sub bagian umum dinas pertanian  kabupaten Gowa dan para kepala dinas 
di tujuh (7) kecamatan serta PT. TRI HARMONI ABADI. 
Menimbang, bahwa dari rankain fakta yang tertuan dalam dakwaan 
subsidair dan primair dengan jelas bahwa terwujudnya perbuatan perbuatan 
penyimpangan dalam proses penyaluran bantua sosial pada pelaksanaan 
program/kegiatan PAT-PIP kedelai TA 2015 di Kab. Gowa  atau terwujudnya 
delik tersebut karena adanya  kerjasama yang dilakukan oleh pelaku tersebut 
sesuai yang teruarai di atas, dimana pihak-pihak yang terlibat tersebut dalam 
proses tindak pidana korupsi tersebut berangkat dari niat yang sama yakni 
tewujudnya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut walaupun mereka sudah 
tahu dan menyadari hal yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan diatas, 
karena dapat kita simpulkan  bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
telah terpenihi menurut hukum. 
Menimbang, bahwa perihal mengenai pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah dibuah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
Menimbang, bahwa mengenai penggatian kerugian negara, terdakwa 
mempunyai andil dalam dalam terjadinya kerugian negara sebagaimana yang 
didakwakan penuntut umum dan termuat dalam dakwaan subsidair terdakwa di 
hukum Rp. 789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).; 
Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas semua unsur 
dakwaan subsidair terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya sehingga sudah selayaknya terdakwa bertanggung jawab 
atas kesalahannya tersebut karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun 
pembenar sebagai alasan penhapus pidana; 
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah dikenakan 
penahanan rutan, maka penahanan rutan tersebut harus dikurangi dari pidana yang 
dijatuhkan 
Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, 
maka harus pula dibebani membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang layak bagi 
terdakwa, perluh dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pemidanaan yaitu; 
Yang memberatkan; terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang 
sedang serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 
Yang meringankan; terdakwa sopan dan berterus terang dalam 
memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk 




1. Analis Penulis 
Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan diatas, maka yang 
dapat penulis pahami, adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari pemenuhan 
unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang dimulai dari 
dakwaan primair kemudian dakwaan subsidair. Dari proses persidangan yang 
dilakukan maka hakim menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur 
dakwaan subsidair yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, dan 
jabatannya untuk mendapat sebagaian uang dari anggaran penanaman kedelai, 
untuk kelompok tani atau untuk masyarakat yang seaharusnya mendapat bantuan 
sosial tersebut, sebagaia bagain dari  program pemerintah dengan tujuan 
menguntunkan diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. 
Karena seluruh unsur dakwaan kepada terdakwa telah terbukti. 
Kemudian pertimbagan hakim dalam konteks penyertaan pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama  
dalam artian turut serta melakukan perbuatan itu. Dimana pihak yang terlibat 
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dalam mewujudkan tindak pidana korupsi tersebut karean adanya peranan 
masing-masing dan kerja sama yang mereka lakukan. 
Hakim jg mempertimbangkan mengenai penggantian kerugian negara 
dimana hakim memberatkan terdakwa mengganti kerugian negara karena 
terdakwa memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan 
Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memutuskan perkara ini yaitu Dr. H. 
Zulkifli Atjo, SH, MH. Mengunkapkan  bahwa majelis hakim memiliki pendapat 
yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa, sebelum menentukan 
suatu putusan ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan hakim. Berdasarkan 
pasal 183 KUHAP, hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan sekurang-
kurang dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi 
dan terdakwalah yang melakukannya. 
Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pemidanaan dengan 
mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam 
memutuskan perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta terunkap 
dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-
undangan. Selain  pertimbangan  yuridis, hakim juga mengguakan pertimbangan 
non yuridis, yaitu dari aspek nom hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman 
yang layak bagi terdakwa, perluh dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan pemidanaan. 
Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukannya alasan pembenar maupun 
pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim  berhak 
menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 
2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhakan pidana tambahan untuk 
membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.789.000.000,- (tujuh ratus 
delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang penganggi 
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tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelan putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa 
untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak 
memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan penjara. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam 
putusan 101/Pid-Sus-TPK/2017/PN-Mks yang dilakukan oleh majelis hakim 
sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
86
 
C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
1. Landasan Hukum Islam 
Salah satu tujuan diturungkannya hukum kepada manusia adalah untuk 
menjaga dan melingdungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya islam 
mengharamkan pengembalian hak milik seseorang secara tidak sah, baik dalam 
bentuk korupsi, kolusi, mencuri ataupun sebagainya.  
Dalam hal penyalagunna bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 
diberikan dapat artikan sebagai penyelewengan kekuasan dapat mengakibatkan 
kerugian negara. Dalam al-Quran memang tidak dijelaskan secara khusus dan 
tegas, namun tidak kurang ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu, 
diantaranya dalam Qs. An-nisa/4:29 yang sudah di terangkan dengan jelas dalam 
BAB II dalam tinjauan teoritis. 
 
Ayat diatas menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan 
cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan yang tanpa 
melanggar hukum. Dan dalam al-quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan 
tentang keharusan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak 
menerimanya. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan secacar batil, 
dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang 
merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka 
tentu lebih terlrang lagi, bila perolehannya dengan batil menyangku kebutuhan 
sekunder apalagi tersier 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia 
menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, 
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yakni yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang 
diajarkan Allah, amanat adalah sesuatu yang serahkan kepada pihak lain untuk 
dipeliahara dan dikembalikan  apabila saat atau apabila diminta oleh pemiliknya. 
Dari ayat-ayat tersebut diatas, maka penyalahgunaan bantuan sosial atau 
korupsi adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunaan 
wewenang atau jabatan yang diambilnya dan dan penyalahgunaan wewenang 
termasuk dalam Khianat. 
Ghulul merupakan perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan ini tidak hanya 
merugikan satu atau dua orang saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari 
segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang seharusnya 
digunakan untuk kepentingan rakyat.
87
 Dalam pandangan hukum Islam tindak 
pidana korupsi merupakan perbuatan penghianatan berat (ghulul) terhadap amanat 
rakyat.
88
 Dan pada penggelapan ganimah dengan ghulul dalam arti 
penyalahgunaan wewenang, keduanya dapat bertemu pada poin sinergis, yakni: 
a. Keduan bentuk ghulul ini merupakan manifestasi dari dari tindkan 
khianat pada pekerjaan. 
b. Keduanya di haramkan karna adanya unsur merugikan pihak lain, baik 
satu orang maupun masyarakat umum karenakukan penggelapan yang 
bukan haknya. 
Karena hal ini mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka 
ghulul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena: 
a. Ghulul  karena adanya niat untuk memperkaya diri sendiri 
b. Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan 
negara karena ghanimah dan penggelapan yang dilakukan oleh para 
pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara. 
c. Ghulul terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang, 
ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi ghulul adalah adanya kesempatan 
melakukan penggelapan barang ataupun uang, adanya keinginan untuk memiliki 
harta yang lebih, adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan taraf hidup, dan 
kurangnya upah yang diterimah.
90
 
2. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Islam 
Untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk manifestasi dari 
proses peradilan, maka sudah selaknya sanksi atau ketentuan pidana tertentu 
diterapkan dengan tegas. Dan tidak ada perbedaan oknum satu dengan yang lain, 
dan tidak berpihak pada golongan tertentu saja, jika demikian hukum harus 
dikembalikan keposisi awalnya sebagai penjaga masyarakat dari setiap bentuk 
kejahatan termasuk didalamnya tindak pidana korupsi. 
Dalam pidana korupsi, Dr. Hamzah hasan M.H.I mengatakan dalam 
bukunya Hukum Pidana Islam II.  sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai 
dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan 
jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa 
bervariasi? Karena tidak ada nash qath‟i yang berkaitan dengan tindak kejahatan 
yang satu ini. Artinya sanksi syariatnya yang mengatur hal ini bukanlah 
merupakan paket jadi dari Allah swt. Yang siap pakai, sanksi dalam perkara ini 
termasuk sanksi ta‟zir, dimana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas 
penuh untuk memilih sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu 
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Berkenaan dengan pelaku pidana ta‟zir, terdapat beberapa bentuk 
hukuman sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada 
pelaku pidana ta‟zir sesuai kondisi, situasi dan keslahannya. Dan hukuman 
tersebut tidak berlaku secara baku sebagaimana dalam perkara ghulul, yakni: 
a. Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran 
b. Hukuman pencopotan dari jabatannya, apabilah seseorang pejabat 
terbukti menyelewenkan amanah jabatannya. 
c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang 
bersifat tidak terbatas. 
Dalam bahasa arab istilah hukuman penjara adalah al-habsu artinya 
mencegah atau menahan. Ulama fiqih berbeda pendapat pula dalam memahami 
hukuman penjara ini menurut mazhab hanafi, hukuman penjara diartikan dengan 
an-Nafyu itu berarti memenjarakan pelaku, karena apabila hukuman penjara 
diartikan secara harfiah, yaitu dibuang dari tempat asalnya kenegera lain, maka 
dikhawatirkan di tempat itu lagi melakukan ghulul lagi. Ualama mazab maliki 
mengartikan an-Nafyu itu dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku le 
negeri lain, tetapi dinegeri itu dipenjarakan samapai  bertaubat
92
 
3. Hukuman mati 
Menurut para fuqaha, hukuman ini diperbolehkan, menurut hanfiyah 
diperbolehkan apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Sedangkan 




Hukuman pidana ta‟zir dilakukan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat 
dan berbahaya, dengan syarat-syarat; 
a. Apabilah pelaku tidak mampan pleh hukuman-hukuman selain 
hukuman mati. 
b. Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat 
dan pencegahan terhadap keruskan yang menyebar di muka bumi. 
 
                                                             
 
 
                 
    73 
                                               
 
4. Hukuman Penyitaan Harta dan Sanksi Berupa Denda Finansial 
Menurut para ulama membolehkan hukuman ta‟zir yang berupa harta 
penyitaan harta atau perampasan harta, bahwa permpasan tersebut bukan berarti 
mengambil harta pelaku untuk kas umum (negara), melainkan untuk ditahan 
sementara waktu, apabila pelaku tidak bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan 
untuk kepentingan yang mengandung maslahat. 
Dalam hukum pidana korupsi, 
Selain penyitaan harta, hukuman ta‟zir yang berupa harta adalah sanksi 
berupa denda. Penjatuhan denda dalam syariat islam tidak ditetapkan batas 
terendahnya ataupun tertinggi. Hal ini sepenuhnya diserahkan pada hakim dengan 
mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
94
. 
Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis ini menyimpulkan bahwa tidak 
hanya dalam hukum atau peraturan yang ada di dunia kita dilarang untuk 
melakukan yang namanya tindak pidana korupsi atau megambil yang bukan hak 
kita. Namum di dalam kita suci al-quran pun di jelaskan bahwa perbuatan korupsi 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh pejabat/pegawai (PNS) selaku kepala dinas pertanian dalam 
putusan Nomor. 101/Pid.Sus-TPK/2017/Pn-Mks adalah pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah 
sesuai dengan usur-unsur tindak pidana  dalam pasal ini terbukti dan terpenuhi. 
Begitu pula pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap diterapkan pada perkara ini 
karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar terdakwa bersama 
rekannya sesama Pegawai Negeri (PNS) di lingkungang dinas pertanian Kab. 
Gowa, sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 
pasal ini juga terpenuhi karena terdakwa memakai uang tersebut secara pribadi. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala dinas pertanian Kab. 
Gowa dalam putusan Nomor; 101/Pid-Sus-TPK/2017/Pn-Mks telah sesuai 
karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah 
perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain 
yang berakibat kerugian keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, 
terdakwa juga adalah orang yang menurut mampu bertanggungjawab, dan 
melakukan perbuatanya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka 
hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan besalah 
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena 
telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 
20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 
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1999 sehingga dengan demikian putasan hakim yang berisikan pemidanaan 
sudah tepat. 
3. Di dalam hukum islam sudah di jelaskan bahwa perbuatan korupsi itu 
perbuatan yang sangat dilarang dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik 
terhadap diri sendiri ataupu  terhadap oranga atau masyarakat di dalam hukum 
islam pun sudah di atur sanksi pidananya bagi pelaku seperti ghulul 
(pencurian) risywah (gratifikasi/Penyuapan), ghasab (mengambil paksa 
hak/harta orang lain, khiyanat (pengkhiyanatan) sariqah (pencurian), adapun 
beberapa ulama menegaskan bahwa  hukuman yang diberlakuan untuk pelaku 
tindak pidana korupsi adalah hukuman ta‟zir. Ta‟zir adalah berarti mencegah 
atau menolak. Ini bertujuan untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan 
lagi atau menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan ada juga ulama berpendapat 
hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi karena bentuk 
khdzaliman yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak mempedulikan 
kemaslahatan ummat. 
B. Saran 
1. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah 
menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya 
tentang hukum pidana korupsi, karena diharapakan pada saat menangani suatu 
perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana sesuai, sehingga para 
pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman  yang setimpal dengan 
perbuatannya dan sehingga mendapat efek jerah dan tidak melakukan tindak 
pidana yang sama dikemudian hari, dan rasa keadilan dapat dirasakan bagi 
semua kalangan. 
2. Bagi kalangan pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 
aparatur negara yang seharusnya membangun daerah atau negara agar tidak 
terjerat dalam tindak pidana korupsi ini, maka dalam menjalan kegiatan yang 
dilakukannya harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk peraturan sebagai seorang pegawai atau pejabat. Seeorang 
dalam menjalankan amanahnya harus menjunjun yang namanya kejujuran dan 
harus juga transparan, ankutabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip 
sebagai seorang pejabat. 
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3. Pembelajaran dini tentang korupsi terhadap kaum muda maupun kalangan 
pelajar harus di mulai dari sekarang. Anak muda dan kaum pelajar harus 
mengetahui bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan 
betapa banyak dampak yang timbulkan jika orang melakukan korupsi. Oleh 
karena itu korupsi harus jadi pembelajaran bagi anak cucu kita supaya 
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Wawancara dengan salah satu hakim tipikor bapak Dr. H. Zulkifli Atjo SH. 
MH di Pengadilan Negeri Makassar 16 Mei 2019 pukul 10:06 AM. 




















Wawancara dengan Ibu Nur Jayanti S.H, M.H  Jaksa Penuntut Umum dalan 








1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi seorang hakim? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan seorang  hakim dalam menjatuhkan 
putusan/vonis terhadap pelaku tindak pindana korupsi? 
3. Kendala apa-apa saja yang di hadapi seorang hakim dalam menerapkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 
4. Bagaimana mekanisme pembayaran denda terhadap terdakwa tindak 
pidana korupsi? 












                                               
 
PEDOMAN WAWANCARA JAKSA 
 
1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi seorang Jaksa tindak pidana khusus 
(tipikor)? 
2. Bagaimana cara anda memeberikan pasal yang tepat dengan tindak pidana 
korupsi yang di lakukan terdakwa tersebut? 
3. Kendala apa-apa saja yang di hadapi seorang jaksa dalam proses 
penyidikan kasus korupsi ini? 
4. Mengapa anda sebagai jaksa dalam memberikan dakwaan berlapis yakni 


























































A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ṡa ṡ es (dengantitikdiatas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengantitikdiatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengantitikdibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengantitikdibawah ض
                                               
 (ṭa ṭ te (dengantitikdibawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah ظ
 ain  Apostrofterbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah   Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
                                               
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A َا
 Kasrah I I َا
 ḍammah U U اََ
  
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥahdany    Ai a dan i يََ
 fatḥahdanwau Au a dan u وََ
  
Contoh: 
 kaifa : كيف
 haula : هى ل
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Hurufdantanda Nama 
 Fatḥahdanalifatauy    Ā a dangaris di .… َا / …يََ
atas 
                                               
 Kasrahdany  Ī i dangaris di ي
atas 
 ḍammahdanwau Ū u dangaris di و
atas 
Contoh: 
 m ta : ما ت
  ram : رمً
 qīla : قيم
 yamūtu : يمى ت
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 rauḍah al-aṭf l : رو ضة اال طفا ل
 al-madīnah al-f ḍilah : انمديىة انفا ضهة
                                               
 rauḍah al-aṭf l :  انحكمة
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
  rabban : ربىا
  najjain : وجيىا
 al-ḥaqq : انحق
 nu”ima : وعم
 duwwun„ : عدو
 Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ؠـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 (Ali (bukan „Aliyyatau „Aly„ : عهي
 (Arabī (bukan „Arabiyyatau „Araby„ : عربي
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
                                               
Contoh : 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu : انشمس
 (al-zalzalah (az-zalzalah : انزانز نة
 al-falsafah : انفهسفة
 al- bil du : انبالد
 
7. Hamzah. 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ta‟murūna : تامرون
 ‟al-nau : انىىع
 syai‟un : شيء
 umirtu : امرت
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
                                               
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
 FīẒil l al-Qur‟ n 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (هللا ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ديه هللا  dīnull h    با هللاbill h      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
في رحمة انهههم   hum fīraḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
 Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
                                               
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
contoh: 
 Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
 Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
















                                                             
 
